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KEUCHIK GAMPONG LAM BHEU

KECAMATAN DARUL IMARAH
KABUPATEN ACEH BESAR

QANUN GAMPONG LAM BHEU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG (RPKG)
LAM BHEU KECAMATAN DARUL IMARAH - ACEH BESAR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG LAM BHEU

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Gampong wajib
Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Gampong berupa
Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) yang merupakan
Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong;

b. Bahwa perencanaan pembangunan gampong sebagaimana
dimaksud huruf a terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong untuk jangka waktu 1
(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang keduanya
ditetapkan dengan Qanun Gampong ;

c. Bahwa RKPG dilakukan melalui Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Gampong (Musrenbang Gampong) setiap tahun
berdasarkan RPJMG dan dikukuhkan secara resmi dengaa Qanun
Gampong;

d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a, b dan c diatas, perlu menetapkan Qanun Gampong tentang
Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2022.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomeor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumbar Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

4, Peraturan, ﬂ()
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111
Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Gampong Dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong
Dalem Kabupaten Aceh Besar;

11. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh
Besar;

12. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 tahun 2019 tentang
Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

13. Qanun Gampong Lanmi Bheu Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode
2019-2025;

14. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 tehun 2020 tentang
Lembaga Rukun Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAM BHEU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN GAMPONG LAM BHEU TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH GAMPONG LAM BHEU TAHUN ANGGARAN 2022

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud :

1. Gampong adalah Gampong Lam Bheu

2. Pemerintah Gampong adalah Pemerintah Gampong Lam Bheu

3. Keuchik adalah Keuchik Lam Bheu

4. Keuchik Gampong Lam Bheu adalan Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintahan di
Gampong Lam Bheu

5. Badan Permusyawaratan Gampong selanjutnya disebut Tuha Peut adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

6. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

7. Qanunﬂ( -
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7. Qanun Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik
sctelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

8. Peraturan Keuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat
mengatur,

. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disebut APBG adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong,

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG,
adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam)

12. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran
dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Gampong merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai
penjabaran dari Pencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang memuat hasil
evaluasi yang memuat evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Gampong
Tahun 2022 dan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah, rencana Kerangka
Ekonomi Gampong dan Kebijakan Keuangan Gampong, Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Gampong, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Gampong.

Pasal 3
(1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2021 dijadikan acuan dalam
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Lam Bheu
(RAPBG) Lam Bheu Tahun Anggaran 2021.

(2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kesepakatan Keuchik bersama dengan
Tuha Peut Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 4
Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran yang tidak
terpisahkan dari Qanun ini.

BAB I11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP GAMPONG

Pasal 5
(1) Rencana Kerja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2022 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB | : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3  Tujuan Dan Manfaat
1.4 Sistematika Dokumen RKP Gampong

BAB Il : GAMBARAN UMUM GAMPONG
2.1 Sejarah Gampong
2.2 Kondisi Geografis
2.3 Luas Wilayah
2.4 Data Kependudukan
2.5 Data Kemiskinan

2.6 Data Ketenagakeriaan

A .ﬂ(c
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Peruntukan Lahan

Kondisi Sarana Umum

Sarana kesehatan

Sarana Pendidikan

Tingkat Pendidikan Masyarakat

Sarana Olah Raga

Sarana Seni Budaya

Kondisi Jalan Gampong

Data Perekonomian Gampong

Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
APBG Tahun Berjalan dan Realisasi APBG Tahun Sebelumnya

BAR 111 : EVALUASI PELAKSANAAN RKP GAMPONG TAHUN SEBELUMNYA
3.1 Pendapatan dan Belanja Gampong
3.2  Capaian Indikator Makro
3.3 Permasalahan Gampong Yang Belum Terselesaikan
3.3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2021
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BAB IV :  ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG
4.1 Pendapatan
4.2 Belanja
4.3 Pembiayaan

BAB V . PENUTUP

(2) Isi Rencana Kerja program dan Kegiatan Pemerintah Gampong Tahun 2022
Sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6
Rencana Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman
bagi Pemerintahan Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan Gampong Tahun 2022.

Pasal 7
Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara
transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan
menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar
Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan
dalam forum musyawarah Gampong.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP GAMPONG

Pasal 8

1. Rencana RKPG dapat diajukan oleh Pemerintah Gampong dengan membentuk Tim
Penyusun RKPG berdasarkan Keputusan Keuchik,

2., Dalam menyusun RKPG, Pemerintah Gampong harus memperhatikan dengan
sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh
Lembaga Kemasyarakatan Gampong.

3. Tim penyusun RKPG membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan
RKPG yang dilampiri dokumen rancangan RKP Gampong dan rancangan daftar
usulan RKPG untuk selanjutnya disampaikan kepada Keuchik untuk diperiksa.

4. Pemerintah Gampong menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Gampong yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPG
bersama Tuha Peut dan unsur masyarakat.

5. Berdasarkan./.l(~
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Berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong
tentang Rancangan RKPG, Keuchik menyusun Qanun Gampong tentang RKPG,

6. Rancangan Qanun tentang RKPG sebagaimana dimaksud ayat 5 dibahas dan
disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut untuk ditetapkan menjadi Qanun
Gampong tentang RKPG,

BAB V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-GAMPONG
Pasal 9

1. Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-
nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Gampong
Penyusunan RKFPG dalam mengambil keputusan.

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Gampong dalam
perencanaan pembangunan Gampong berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB VI
VISI DAN MISI
Pasal 10
Visi : Terciptanya Tata Kelola Pemerintah Gampong yang Baik dan Bersih guna
mewujudkan Gampong Lum Bheu yang Maju, Aman, Sejahtera dan Bermartabat
dalam bingkai Syariat Islam
Misi :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Amanabh;

Peningkatan bidang keagamaan, Scsbud & Pelestarian Adat Istiadat

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur, polindes dan bantuan RTM, normalisasi
continuitas pengelolaan sampah (bio gas) dan pembangunan sarpas olah raga
kepemudaan;

4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, RTM, peningkatan kualitas Aparatur
Gampong dan masyarakat serta pembentukan Lembaga Sadar Yatim;

5. Penanggulangan Bencana Alam;

o e

BAB VII
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 12

Strategi Pembangunan Gampong :

1.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Gampong dengan pengembangan dan
peningkatan SDM, kompetensi, profesionalisme aparatur Pemerintah Gampong pada
bidang sasaran optimalisasi administrasi, pelayanan dan penyelenggaraan kegiatan
Memantapkan administrasi pemerintahan dengan penerapan ICT, SOP dan produk
hukum serta perencanaan sistematis kegiatan pemerintah Gampong;

Peningkatan prestasi kegiatan Gampong dan peningkatan pelayanan dalam
pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan;

Transparansi dan integritas Pemerintah Gampong serta penguatan kapasitas dan
penataan kelembagaan;

Meningkatkan pembangunan Gampong dan pemerataan ekonomi dengan memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat Gampong, usaha ekonomi berbasis keterampilan
masyarakat dan penguatan pengembangan ekonomi Gampong;

Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Gampong dan pemercepatan
infrastruktur serta prasarana Gampong;

7. Meningkatkan../f.}h,
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7. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Gampong agar
Gampong menjadi mandiri dan sejahtera.

Pasal 13

Arah Kebijakan Keuangan Gampong :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dengan
mengembangkan usaha ekonomi mandiri berbasis keterampilan masyarakat dan

2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat, belanja aparatur

pemerintahan Gampong dan belanja publik.

Terlaksananya program-p-ogram yang melibatkan partisipasi masyarakat.

4. Terwujudnya perubahan Gampong menjadi menuju sejahtera, mandiri dengan
mengutamakan upaya pemberdayaan masyarakat dan program kegiatan Gampong,

5. Terwujudnva kualitas Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan Lembaga Masyarakat
dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Gampong.

w

Pasal 14

Arah Kebijakan Pembangunan Gampong :

1. Program peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

2. Program operasional Pemerintahan Gampong.

3. Program pemantapan administrasi Pemerintahan Gampong dan berbasis E-
Government.

4. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (IT Gampong).

5. Program peningkatan akses ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur

pelayanan dasar.

Program pengelolaan sumber daya air dan irigasi.

Program dan rencana kerja pembangunan penataan ruang.

8. Program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

9. Program peningkatan kerjasama antar Gampong.

10. Program peningkatan derajat kesehatan inasyarakat.

11. Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

12. Program pengembangan usaha ekonom: mandiri berbasis keterampilan masyarakat
dan kelompok usaha produktif.

13. Program peningkatan dan pengembangan potensi/ kapasitas SDM aparatur
Gampong.

14. Program penguatan lembaga kemasyarakatan, kepemudaan, keagamaan dan sosial.

15. Program peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Gampong.

16. Program pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

17. Program pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong,.

18. Program peningkatan kualitas ketertihan dan ketentraman masyarakat Gampong
berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong.

19. Program pengembangan petensi seni budaya, kegiatan peningkatan kualitas agama
diluar sekolah, dan peningkatan pelayanan akses pendidikan usia dini

20. Program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.

21. Program pengembangan BUMG/ LKM berbasis kemitraan dan bisnis.

22, Program pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan

N

Bab Vlll..ﬂf i



(7)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

1. RKP Gampong dapat diubah dalam hal :

a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/ atau kerusuhan cosial yang berkepanjangan; atau

b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi
dan/ atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

2. Dalam hal terjadi perubahan RKP Gampong dikarenakan terjadi peristiwa khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai
berikut :

a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota yang mempunyai kewenangan
terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Gampong yang terkena
dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RPK Gampong perubahan.

3. Dalam hal terjadi perubahan RKP Gampong dikarenakan perubahan mendasar atas
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, Keuchik melaksanakan
a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

pemerintah daerah provinsi, dan/ atau pemerintah daerah kabupaten/ kota;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Gampong yang terkena
dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintali, pemerintah
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
d. menyusun rancangan RPK Gampong perubahan.

Pasal 16
Berdasarkan Qanun ini selanjutnya Keuchik menetapkan Keputusan tentang Rencana
Kerja Pemerintah Gampong Tahun 2022.

Pasal 17
Berdasarkan Qanun ini selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Gampong Tahun Anggaran 2022,
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun Gampong ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaanya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Keuchik;
2. Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong.

Ditetapkandi : LAM BHEU
- 28 SEPTEMBER 2021

diudangkan di Lam Bheu
pada tanggal 28 SEPTEMBER 2021
SEKRETARIS GAMPONG LAM BHEU

NANANG HASANI
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Yang
Maha Esa, berkat kudrat dan iradah-Nya dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Gampong (RKPG) Lam Bheu tahun 2022 dapat diselesaikan, Shalawat dan
Salam tak lupa kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabiullah Muhammad
SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh

dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih kami sampaikan kepada Camat Darul Imarah, Aparatur
Gampong, tokoh-tokoh dan semua masyarakat Gampong Lam Bheu yang telah
turut membantu memberikan pikiran dan masukan serta keikutsertaannya
dalam Musyawarah Rencana pembangunan Gampong (musrenbang) Lam Bheu,
sehingga Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) Lam Bheu Tahun
Anggaran 2022 telah selesai disusun.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) di susun
berdasarkan hasil Musyawarah gampong yang dilaksanakan oleh tuha peut
bersama masyarakat yang diambil berdasarkan Skala Prioritas dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Lam Bheu berdasarkan
azas Partisipatif.

Akhir kata, kami Tim Penyusun inenyadari bahwa dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) masih terdapat kekurangan-
kekurangan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan
untuk kesempurnaan dan kemajuan pembangunan Provinsi Aceh, Kabupaten
Aceh Besar pada umumnya dan khususnya Gampong Lam Bheu dimasa-masa

yang akan datang.

Lam Bheu, 28 September 2021
Tim Penyusun RKPG

.www.gamponglambheu.com S wini
" »



BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.4 Sistematika Dokumen RKP Gampong

GAMBARAN UMUM GAMPONG

2.1 Scjarah Gampong

2.2 Kondisi Geografis

2.3 Luas Wilayah

2.4 Data Kependudukan

2.5 Data Kemiskinan

2.6 Data Ketenagakerjaan

2.7 Peruntukan Lahan

2.8 Kondisi Sarana Umum

2.9 Sarana Keschatan

10 Sarana Pendidikan

.11 Tingkat Pcndidikan Masyarakat

12 Sarana Olah Raga

!3 Sarana Seni Budaya

14 Kondisi Jalan Gampong

15 Data Perekonomian Gampong

16 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
17 APBG Tahun Berjalan dan Realisasi APBG Tahun Sebelumnya
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EVALUASI PELAKSANAAN RKP GAMPONG TAHUN SEBELUMNYA
3.1 Pendapatan dan Belanja Gampong
3.2 Capaian Indikator Makro
3.3 Permasalahan Gampong Yang Belum Terselesaikan
3.3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2021

ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG
4.1 Pendapatan

4.2 Belanja

4.3 Pembiayaar

PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG

5.1 RKP Yang Dikelola Gampong

5.2 RKP Yang Dikelola BKAG

5.3 RKP Yang Dikelola Scbagai Penugasan Supra Desa

5.4 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gampong Tahun 2022

PENUTUP
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Tabel 2.1.1
Tabel 2.3.1
Tabel 2,401
Tabel 2.5.1
Tabel 2.6.1
Tabel 2.7.1
Tabel 2.8.1
Tabel 2.0.1
Tabel 2.10
Tabel 2,11
Tabel 2.12.
Tabel 2.13.
Tabel 2.14

Tabel 2.17.
Tabel 3.1.1
Tabel 3.1.2
Tabel 3.2.1
Tabel 4.1.1
Tabel 4.2.1
1
|
1
1
1

Tabel 4.3.
Tabel 4.4.
Tabel 5. 1.
Tabel 5.2.
Tabel 5.3.

DAFTAR TABEL

Namua Keuchik dan Periode Kepemimpinan

Luas Wilayvah Menurut Dusun

Jumlah Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Dusun

Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Profesi

Peruntukan Lahan

Kondist Sarana Umum

Sarana Kesehatan

Sarana Pendidikan
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BAB I
PENDAHULUAN

1,1 Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan
adalah proses tahapan kegiatan yang disclenggarakan olch Pemerintah Gampong dengan
melibatkan Tuha Peut dan unsur masyarakat secara partisipatifl guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Gampong,.

Lebih lanjut dijelasken, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Keuchik dengan
mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan
pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya untuk meningkatkan
kemandirian dan kesejahteraan masvarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap
keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui
penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.

Pemerintah Gampong menyusun perencanaan Pembangunan Gampong sesuai
dengan kewenangannya yang imengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/
Kota. Perencanaan dan Pembangunan Gampong dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong
dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong. Masyarakat
Gampong berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan
Gampong.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong, Pemerintah
Gampong didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang secara teknis
dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/ Kota. Untuk
mengkoordinasikan pembangunan Gampong, Keuchik dapat didampingi oleh tenaga
pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan/ atau pihak
ketiga.

Dalam rangka peclaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002
tentang Keuangan Negara dan sesvai dengan pola pemikiran dimaksud di atas, maka
scbuah Gampong diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan
partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Gampong yang
terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG). Hal
tersebut merupakan rencana pembangunan strategis Gampong dalam 6 (enam) tahun dan
Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu)
tahunan berdasarkan penjabaran RPJMG, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan
tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal karena keadaan

darurat atau bencana alam.

1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tainbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumbar Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Meateri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

_"j’
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desn;

6. Peraturan Menteri Desa, Pemibangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

Q. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2022;

10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong Dan Rencana
Kerja Pemerintah Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar;

11. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Gampong di Kabupaten Aceh Besar;

12. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 4 tahun 2019 tentang Kewenangan
Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

13. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Gampong Lam Bheu Periode 2019-2025;

14. Qanun Gampong Lam Bheu Nomor 3 tahun 2020 tentang Lembaga Rukun
Warga/ Ulee Jurong dan Rukun Tetangga Gampong Lam Bheu.

1.3 Tujuan Dan Manfaat
Tujuan penyusunan RKP Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten
Aceh Besar adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan

Gampong, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan Gampong selama
periode 1 (satu) tahun, agar Gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan

tahunan berkekuatan hukum tetap schingga dapat digunakan sebagai landasan
operasional dalam penyusunan APB Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2022.

Disamping itu RKP Gampong Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh
Besar bertujuan untuk menjabarkan RPJMG Gampong Lam Bheu periode 2019 - 2025
dalam suatu rencana kerja tahvnan, sehingga memaksimalkan pencapaian pelaksanaan
program/ kegiatan pembangunan Gampong dengan mudah diidentifikasi dan dievaluasi.
Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPG) ini
mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

Tujuan
1. Agar gampong memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang

berkekuatan hukum tetap.
2. Secbagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di gampong.
3. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan

Gampong dalam 1 tahun.
4. Sebagai bahan dalam mrelakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan,
5. Scbagai dasar penyusunan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Gampong (APBG).

Manfaat

a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di gampong,.

b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan gampong.

c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di gampong.

d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program
pembangunan supra gampong.

Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

Memastikan bahwa dana desa yany direncanakan dan digunakan bermanfaat

untuk pembangunan Gampong

on
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1.4 Sistematika Dokumen RKP Gampong

Scbagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dokumen RPJMG, maka seluruh
rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Gampong secara
bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi

Gampong.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran
2022 disusun dengan sistematika sebagai berikul :

BAB I :  PENDAHULUAN
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BAB II
GAMBARAN UMUM GAMPONG

2.1 Sejarah Gampong

Lam Bheu merupakan salah satu Gampong yang berada di wilayah Kemukiman Lam
Ara Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Menurut sejarah yang
diceritakan secara turun temurun oleh masyarakat, Lam Bheu menjadi scbuah Gampong
sejak tahun 1797 M dan dipimpin pertama kali oleh Keuchik Cut yang menjabat sampai
dengan 1841 M atau sclama 44 tahun, scjak berdirinya sampai saat ini telah terjadi
sebanyak 17 kali pergantian kepemimpinan. Saat ini Gampong Lam Bheu dipimpin oleh
Syvahrul HM vang telah menjabat sejak 17 September tahun 2019.

Tabel 2.1.1 Nama Keuchik dan Periode Kepemimpinan

No Nama Periodz Jabatan Status Jabatan Ket
1 drh. Svahrul HM 2019 - 2025 Definitif
2 Hasrul Fuadi, SE Juni - September 2009 Penjabat
3 Munawar Khalil 2014-2019  Definitif
4 drh. Syahrul HM Juli 2014 - Februari 2015 Penjabat
5 M. Isa Nyak Nch 2008 - 2014 Definitif
6  H. Syarifuddin Banta ~ Juni - Oktober 2008 Penjabat
7  Svamsuddin Juned 2007 -2008  Penjabat
8  Ridwan Ibrahim, SE., Ak. MM 1999 - 2007 Definitif
0  Drs. Ibrahimsyvah Fanshury 1991 - 1999 ~ Definitif
10  Tgk.. Nazar Asyek . 1985 - 1991 Definitif
11 H. M. Hasan Isa 1984 - 1985  Penjabat
12 H. Abdullah Hanafiah 1962-1984  Definitif
13 Maneh B 1958 - 1962 ~ Definitif
14 Syam ] o 1933-1958  Definitif

15 Ramli 1922-1933  Definitif
16 M. Ali 1912-1922  Definitif
17 M. Amin 1881 -1911 Definitif
18 Keuchik Cu[ﬁ - 1841 - 1880 - ) ) Definitif

2.2 Pemerintahan Gampong

Pemerintahan Gampong adaiah pcnyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintahan Gampong dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum,
tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan,
proporsionalitas dan profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keanifan lokal,
keberagaman dan partisipatif. Pemerintahan Gampong Lam Bheu terdiri dari Pemerintah
Gampong, Tuha Peut Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat
Gampong.

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong diharapkan lebih akuntabel yang
didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Gampong dan
Lembaga Gampong. Lembaga Gampong, khususnya Tuha Peut Gampong yang dalam
kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan
Gampong bersama Keuchik, harus mempunyai visi dan misi yang sama, schingga tercapai
sinergisasi, sinkronisasi da.a harmonisasi dalam penyelengaraan Pemerintahan yang
demokratis dan berkeadilan dalam upaya menggapai kesejahteraan masyarakat.
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2.2.1 Pemerintah Gampong

Pemerintah Gampong Lam Bheu adalali Keuchik dibantu Sekretario Gampong,
Kepala Urasan, Kepala Seksi dan Staf, Garis koordinasi dan struktur Pemerintah
Gampong dapat digambarkan dan dinmcilean pada bagan dan tabel dibawah ini
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Bagan 1 : Garis Koordinasi Pemerintah Desa

Tabel 2.2.1 Struktur Pemerintah Gampong

No Nama Jabatan Ket

1 Syahrul HM Keuchik Definiuf
2 Nanang Hasani Seckretaris Definitif
3  Afina, S.Ikom Kaur Keuangan Definitif
4 Amiruddin Kaur Umum & Perencanaan Definiuf
5  Marlina Kasie Pemerintahan Definitif
6 M. Hasan Basry S Kasie Kesecjahteraan Definitif
7  Hindun Jamaliah Kasie Pelayanan Definitif
8  Taufik Mustafa Kepala Dusun Poja Definituf
9  Marhaban Kepala Dusun Balee Cut Definitf
10 Azizuddin Kepala Dusun Indra Sakti Definitif
11 Yudi Hermansyah Kepala Dusun Perumnas Utara Definitif
12 Sabri Kepala Dusun Lam Bheu Barat Definitif
13 Fajrina Staf Definitif
14  Dita Nurghaniya Staf Definitif

2.2.2 Tuha Peut Gampong

Tuha Peut Gampong Lam Bheu mempunyai fungsi membahas dan menycpakati
rancangan Qanun Gampong bersama Keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat serta meclakukan pengawasan kinerja Keuchik. Anggota Tuha Peut
Gampong merupakan perwakilan dari setiap dusun yang dipilih secara demokratis olch
masyarakat masing-masing dusun. Struktur Tuha Peut Gampong Lam Bheu sebagai

mana pada tabel berikut :

= M
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Tuha Peut Gampong Lam Bheu terdiri dari 1 orang ketua, satu orang wakil ketua
dan 1 orang sckretaris yang dipilih dalam rapat internal Tuha Peut Gampong. Struktur
Tuha Peut Gampong Lam Bheu sebagai mana pada bagan dan tabel berikut :

Ir. M, ADIL, MLST

Ir. SYAIFUL, M.Si

Bagan 2 : Garis Kocrdinasi Tuha Peut Gampong

Tabel 2.2.2 Struktur Tuha Peut Gampong

No Nama Jabatan Ket

1 Ir. M. Adil, M.Si Ketua Definitif
2  Muktamar Wakil Ketua Definitif
3  Ir. Syaiful, M.Si Sekretaris Definitif
4  H. Zulkarnain Ahmad Anggota Definitif
5 Ridwan Daud Anggota Definitif
6 H. Alimin Anggota Definitif
7  Drs. Marzuki Anggota Definitif

2.3 Kondisi Geografis

1. Nama Gampong : Lam Bheu

2. Luas : 75Ha

3. Jumlah Dusun : 5 Dusun
- Dusun Bale Cut
- Dusun Poja

- Dusun Indra Sakti
- Dusun Perumnas Utara
- Dusun Lam Bheu Barat

4. Batas - Batas Gampong
> Sebelah Utara . Gampong Lam Ara Kota Banda Aceh

> Sebelah Selatan . Gampong Gue Gajah

>  Sebelah Barat Sungai Krucng Daroy (Gampong Gue Gajah)

> Sebelah Timur . Gampong Lampeuot dan Gampong Daroy Kameu
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2.4

Luas Wilayah

Tabel 2.4.1 Luas Wilayah menurut Dusun

Luns Wilayah

No Naraa Dusun (1) Keterangan
1 Bale Cut 19
2 Poja 17
3 Indra Saku 12
4 Perumnas Utara 11
S LLam Bheu Barat 16
Total 75 _
2.5 Data Kependudukan
Tabel 2.5.1 Jumlah Penduduk menurut Dusun dan Jenis Kelamin
No Nama Dusun J.enis Kelamin - Jumlah Keterangan
Pria Wanita
1 Bale Cut 718 672 1390
2 Poja 7 847 786 1633
3 Indra Sakt 741 773 1514
4 Perumnas Utara 584 548 1132
5 Lam Bheu Barat 742 - 679 1421
Total 3632 3458 7090
2.6 Data Kemiskinan
Tabel 2.6.1 Jumlab penduduk miskin menurut Dusun
J
No Nama Dusun urfllah Keterangan
(KK)
1 Bale Cut 92
2  Poja _ ) 90
3 Indra Sakti 15
4 Peramnas Utara 21
5 Lam Bheu Barat 33
Total 251
Program Bantuan Sosial
No Nama Dusun Jur,nl'nh Keterangan
(KK)
1 BPNT 88
2  Baitul Mal 15
3 Pro Abes 16
4 PKH 82
5 BLTDD o 57 B
5 BST 9
Total 258
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2.7 Data Ketenagakerjaan
Tabel 2.7.1 Jumlah tenaga kerja berdasarkan profesi
No Profesi J;’(’)’:L‘;h Keterangan
1 BELUM /TIDAK BEKERJA 1324
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1232
3 PELAJAR/MAHASISWA 1884
4 PENSIUNAN 180
5 PNS 480
6 TNI 42
7  KEPOLISIAN RI (POLRI) 50
8 PERDAGANGAN 71
9 PETANI/PEKEBUN 15
10 NELAYAN/PERIKANAN 4
11  KONSTRUKSI 3
12 TRANSPORTASI 2
13 KARYAWAN SWASTA 204
14 KARYAWAN BUMN 64
15 KARYAWAN BUMD 8
16 KARYAWAN HONORER 53
17 BURUH HARIAN LEPAS 48
18 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2
20 TUKANG LISTRIK 4
21 TUKANG BATU 16
22 TUKANG KAYU 14
23 TUKANG JAHIT 4
24 MEKANIK 7
25 SENIMAN 1
26 USTADZ/MUBALIGH 3
27 DOSEN 14
28 GURU 74
29 NOTARIS 1
30 ARSITEK 1
31 DOKTER 6
32 BIDAN - 15
33 PERAWAT 1¢
34 APOTEKER 6
35 SOPIR ) 2
36 PIALANG 8
37 PEDAGANG 1
38 PERANGKAT DESA S
39  WIRASWASTA ) 62
40 LAINNYA 1071
Total 7092
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2.8 Peruntukan Lahan
e 'Aulwl 2.8 1 Peruntukan Lahan R .
No Peruntukan I"'"'";' Keterangan
i
1 Sawah 0.3
2 Perkebunan 0,15
3 Industn 2
4 DII.. 1.5
Total 3,05
2.9 Kondisi Sarana Umum
Tabel 2,9.1 Kondisi Sarana dan Prasarana Umum
, . Kondisi )
No Sarana/ Prasarana Unit T "R T Jumlah
1 Mesjd 1 1 1 0 2
2 Meunasah 5 4 1 0 5
3 Kantor Desa | 1 1 0 2
4  Gedung Posyandu 1 1 1 0 2
5 Gedung Pertemuan 2 1 1 0 2
6  Taman Bermain Anak 0 0 0 0 0
7 DIL... 0 0 0 0 0
Total 10 8 5 0 13
2.10 Sarana Kesehatan
Tabel 2.10.1 Sarana Kesehatan
J S Jumlah Keterangan
No arana (Unit) eterang:
1 Rumah Sakit 0
2 Puskesmas 0
3 Poskesdes 1
4  Posyandu 1
5  Poliklinik 10
Total 12
2.11 Sarana Pendidikan
Tabel 2.11.1 Sarana Pendidikan Umum Negeri/ Swasta
No Jenjang Pendidikan Jum!ah Keterangan
(Unit)
1 Perguruan Tinggi 0
2 SMA/ MA |
3 SMP/MTs 1
4 SD/MI 7 ) 3
g TK/RA 5
6 PAUD i 1
Total 11
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2.12 Tingkat Pendidikan Masyarakat
Tabel 2.12.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat
No Tingkat Pendidikan "“'(')‘::‘)'“ Keterangan
1 TDAK/BELUMSEKOLA 1169
2 RLLUM TAMAT SD 'SLDERA AT 659
3 AMAY SD ' SIDIRAJAT 53()
4  <oresrpreaa 668
S A SEDERAJAT 2813
6 MLy 100
7 SIMLOMA 1S MUDA 266
] AW/ STRATAI 815
9 STRATAN 65
10 STRATA I 0
Total 7092
2.13 Sarana Olah Raga
Tabel 2.13.1 Sarana Olah Raga
; a Jumlah , .
No Sarana/ Prasarana . Keterangan
(Unait)
1  Sepak Bola 0 .
2 Bola Volley S
3 Bola Basket 2
4  Bulu Tangkis 1
5 DIL... 0
Total 8
2.14 Sarana Seni Budaya
Tabel 2.14.1 Sarana Seni Budaya
Jumlah .
No Sanggar (Kel) Keterangan
1 Dalail Khairat \
2 Marhaban 5
3  Tari Likok Pulo 1
4  Sanggar Sepi 1
S R 0
6 . 0
T Total 8
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2.15 Kondisi Jalan Gampong
Tabel 2.15.1 Kondisi Jalan Gampong
- : - Panjang Kondisi 3 '
No Nama Jalan et Bk RR RB umlah
1 Jalan Manggota 234 0 0 0 0
Z Jalan Blang le Udep 304 204 10 0 304
3 Jalan Perumnas Utama 313 303 10 0 313
4 Jalan Balai Desa 106 96 10 0 106
5 Jalan Kr. Jreu Utama 310 260 20 0 310
6 Jalan Kr. Daroy Il 107 37 50 20 107
7 Jalan Ikhsan a5 95 0 0 a5
8 Jalan Fatwa 151 151 0 0 151
a  Jalan Taqwa 228 228 0 0 228
10 .Jalan Syukur 240 240 0 0 240
11 Jalan Rahmat 260 260 0 0 260
12 Jalan Nikmat 279 279 0 0 279
13 Jalan lkhlas 331 351 0 0 351
14 Jalan Kr. Kalok Ill 308 0 0 0 0
15 Jalan Persatuan 2800 0 0 950 as0
16 Jalan Pinang 155 0 0 155 155
17 Jalan Kr. Daroy 125 0 0 0 0
18 Jalan Kr. Kalok Utama 208 208 0 0 208
19 Jalan Kr. Daroy V 127 0 0 0 0
20 Jalan Kr. Kalok | 88 0 0 0 0
Tctal 6789 2832 100 1125 4057
2.16 Data Pereckonomian Gampong
Tabel 2.16.1 Data Perckonomian menurut Dusun
No Dusun Jumlah Perdagangan Pertanian Koperasi Jumlah
1 Bale Cut 1 80 0 0 80
2  Poa 1 150 0 0 150
3 Indra Sakti 2 2 0 0 2
3 Perumnas Utara 0 215 0 0 215
3 Lam Bheu Barat 0 350 0 0 550
Total 4 797 0 0 797
2.17 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
Tabel 2.17.1 Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan
No Nama Keterangan
1  TuhaPeut . ' o © Aktif
2 PKK o Akufl
3 LPMG _ - Tidak Aktf
4 Karang Taruna AKuf
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2.18 AFBG Tahun Berjalan 4an Realisasi APBG Tahun Sebelumnya

Tabel 2.18.1 Data APBG tahun benjalan dan tahun sebelumnva

——= ==
Uraian Alokasi Realisasi Silpa
2021 2020 2020 2020
I Pendapatan 1418 840 210 1,198 558 736 1192 103 709 2435027
PAG 9 000 000 52 000 000 8 DO 100 1 000 V0
- DD 214500 000 748 201 000 744201 000
- BHP B 1 800 54 572 169 54577 199
- ADG 15T 996 410 340 056 %0 A0 054 0
- Bantuan Keuangan
- Bagi Hasil Rekening Giro 800 000 738577 1273550 (54107
I1 Belanja 1.427.759 020 1.221.647 667 1.158.030 477 63.597 190
- Penvelenggaraan Pemerintahan 604672020 573 436 9%0 524621521 ' 202 459
- Pelaksanaan Pembangunan 5151 000 299 445 687 257 991 436 11452201
- Pembinaan Kemasvarakatan 300 593 000 153635 000 152 332 500 1902 300
- Pemberdayaan Masvarakat 1% 740 000 3.000 000 3000 000
- Belania Tak Terduga 2M8600000 192100000 150.100 000 2,000 500
A
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BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RKP GAMPONG TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Gampong Lam Bheu tahun
sebelumnya bertujuan untuk mengefektikan prioritas kegiatan yang menjadi kebutuhan
mendesak masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan sebagai
dasar pengambilan keputusan untuk perencanaan tahun berikutnya.,

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap
kesesuaian kegiatan yang direncanakan dalam RKP Gampong Lam Bheu tahun 2020 dan
implementasi dalam APB Gampong tahun 2021 serta analisa terhadap kesesuaian usulan
RKP Gampong Lam Bheu tahun 2022 yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui
musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten dengan realisasi kegiatan pembangunan
Kabupaten yang masuk ke Gampong tahun 2022,

3.1 Pcndapatan dan Belanja Gampong

Pendapatan dan Belanja Gampong Lam Bheu dilaksanakan sesuai dengan
perencanaan  Gampong yang diintegrasikan dengan program pembangunan  dari
Pemerintahan Supra Desa. Berdasarkan tabel 3.1.1 diperoleh data pendapatan tahun
sebelumnya dan sudah direalisasikan pclaksanaan scbagaimana tercantum pada tabel
3.1.2 oleh Gampong Lam Bheu yang dialokasikan sesuai kewenangan yang diberikan

undang-undang kepada Gampong.

Tabel 3.1.1 Pendapatan tahun sebelumnya

dalam ribuan

No Uraian Pendapatan 2021 2020 2019
1.1 Pendapatan Asli Gampong Gampong 79.000.000 | 4B.000.000 | 46.500.000
1.1.1 Hasil Usaha Gampong 79.000.000 48.000.000 46.500.000
1.1.2 | Hasil Kekayaan Gampong '

1.1.3 | Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong Masyarakat
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah -
1.2 Pendapatan Transfer 1.338.840.210 | 1.142.830.159 966 644 700
1.2.1 | Dana Desa 914.500 V00 744 201 000 754 137 000
1.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota 663143 800 58 572169 11 573700
1.2.3 | Alokas) Dana Gampong 357.996 410 340.056 990 170 934 000
1.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi
1.2.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota .
1.3 Pendapatan Lain-lain 800.000 1.273.550 728576
T.T!.I Hibah dan Sumbangan dan Pihuk Ketiga yang tidak mengikat -
1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Gampong vang sah 800.000 1.273.550 T28.570
JUMLAH PENDAPATAN 1.418.640.210 | 1.192.103709 | 1013 873.276
Tabel 3.1.2 Belanja tahun sebelumnya
dalam ribuan

No Ura‘an Belanja 2021 2020 2019
2.1 Belanja 1.427.759.020 | 1158050477 | 999 576 602
2.1.1 | Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, 604672020 | 524624 521 292 761.000
2.1.2 | Pelaksanaan Pembangunan Gampong 265154000 | 287993456 | 405791992
2.1.3 | Pembinaan Kemasyarakatan 300.593.000 152 332.500 230 023.700
2.1.4 | Pemberdayaan Masyarakat Gampong 18.740.000 3.000.000 61.000 000
2.1.5 | Belanjo Tak Terdug 238 600.000 190100 000 | 10000 000,00

JUMLAH BELANJA 1.427.759.020 | 1.158.050.477 |  999.576.692
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3.2 Capaian Indikator Makro

Evaluasi pclaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Gampong juga digunakan untuk
menilai sejauh mana pencapaian pelaksanaan RKP tahun sebelumnya dapat memberikan
cfek kontributifl terhadap pertumbuhan makro Gampong Lam Bheu yang diukur darn
beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Capaan Indikator Makro

No Indikator 2021 2020 2019
1 Jumlah Fakir Miskin 124 128 135
2 Jumlah Pengangguran 30 42 50
3 Jumlah Penduduk 7090 7336 7336
B Jumlah Peserta Didik Semua Jenjang 7092 7336 7236
5 Penyandang Masalah Sosial 10 10 10
6 | Penyandang Masalah Keschatan 5 5 5

3.3 Permasalahan Gampong Yang Belum Terselesaikan

Penentuan prioritas masalah untuk mengetahui sejauh mana masalah itu penting
dan apakah masalah tersebut dapat teratasi. Dalam menentukan prioritas masalah
dipcrlukan sebuah metode pemecahan masalah. Penentuan prioritas masalah dapat
dilakukan dengan cara kuantitatif atau kualitatif berdasarkan data serta perhitungan
kemudahan dan kemampuan untuk dapat diselesaikan, keinginan masyarakat untuk
mengatasi masalah, berdasarkan situasi lingkungan sosial politik dan budaya yang ada di
masvarakat serta waktu dan dana yang diperlukan untuk mengatasi masalah.

Untuk itu, dalam menentukan prioritas masalah, digunakan metode Delbeck.
Dalam menentukan kriteria prosesnya diawali dengan pembentukan kelompok vang alian
mendiskusikan, meruniuskan, dan menetapkan kriteria. Sumber data dan informasi
kebijakan program pembangunan Gampong tahun sebelumnya yang diperlukan dalam
penetapan prioritas program tahun depan berdasarkan :

1. Pengetahuan dan pengalaman masing-masing anggota kelompok;

2. Saran dan pendapat para narasumbecr;
3. Peraturan perundang-undangan;
4
S

. Analisa situasi,
. Sumber informasi atau referensi lainnya.

3.3.1 Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun 2021
Beberapa rumusan identifikasi masalah-masalah pembangunan yang masih
menjadi kendala adalah sebagai berikut :
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintahan
Gampong terkait implementasi Undang-Undang dan peraturan tentang Desa
yang menjadi dasar terselenggaranya penyelenggaraan Pemerintahan
Gampong yang efektif dan efisien;

2. Tingkat pendidikan masyarakat Gampong rata-rata masih rendah vang
menyebabkan kurangnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi
inforrmasi  scbagai upaya untuk mendukung kelancaran tugas dalam
pelayanan masyarakat,

3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang operasional pemerintahan
dirasa belum memadai;

4. Gampong Lam Bheu memiliki jumlah penduduk yang padat dengan tingkat
karakter yang berbeda.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
1. Masih terbatasnya alokasi anggaran, schingga belum dapat mengakomodir

segala kebutuhan mendesak yang menjadi prioritas pembangunan di
Gampong; b
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Masih terbatasnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga
pengelolaan aset-aset Gampong vang berada di wilayah lingkungan,

)

Belum terbentuk kesadaran masyarakat tentang pembenahan sarana dan
prasarana yvang nantinya adalah merapakan bagian dari kebutuhan utama
dan bagian kepemilikan bersama masyarakat Gampong,.

4. Belum adanya persiapan konkrit tentang arah konsep BUMG vang telah
terbentuk, schingga butuh bimbingan khusus dari supra desa dalam
pelaksanaannya.

Bidany Pembinaan Kemasyarakatan

1. Terbatasnya upaya masvarakat pada kegiatan pembinaan generasi muda
dan pengembangan keolaragaan, seni budaya dan sosial;

2. Belum terwujudnya pola hidup bersih schat masyarakat;

3. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat;

Bidang Pemberdavaan Masyarakat
1. Adanyva Keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan masvarakat:

2. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit/ belum memadai;

3. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat,

4. Terbatasnya informasi dan pengetahuan masyarakat dalam usaha
kegiatannya yang berimplikasi terhadap rendahnya daya jual produknya di
pasaran;

5. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif

rendah.
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BAB IV
ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN PEMERINTAH GAMPONG

Keuangan Gampong merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka
penyclenggaraan pemerintahan gampong vang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
gampong tersebut. Pengelolaan keuangen gampong merupakan kescluruhan kegiatan
vang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong. Agar pengelolaan keuangan
gampong lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai
peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib <dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan gampong sesuai amanah peraturan
perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta untuk
mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, sectiap tahunnya
Pemerintah  Gampong bersama Badan Permusyawaratan Gampong (Tuha Peut)
menetapkan Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
(APBG) sccara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari
lokakarya gampong, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.
APBG didalamnya memuat pendapatan, belanja dan  pembiayaan yang
pengelolaannya dimulai tanggal | Januari sampai dengan 31 Desember tahun
berkenaan.

RKPG Lam Bheu terdi-i dari Pendapatan, Belanja, serta Pembiayaan Gampong
dengan penjelasan secara lebih rinci sebagai berikut :

4.1 Pendapatan
Pendapatan gampong sebagaimana wmeliputi semua penerimaan uang melalui
rekening gampong yang merupakan hak gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh gampong. Perkiraan pendapatan gampong
disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan gampong tahun sebelumnya
dengan  perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber
Pendapatan Asli Gampong, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan
keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah

dan Sumbangan Pihak Ketiga.
Asumsi Pendapatan Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2022 sebesar

Rp.1.411.219.720 (Satu milyar empat ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas
ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) yang diperoleh dari sumber dana sebagai

berikut :

a. Pendapatan Asli Gampong (PAG);
b. Pendapatan Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-lain.
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Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tahel 4.1.1
Perkiman Pendapatan Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2022

No Uraian Pendapatan Jumlah (Rp)
1,1 | Pendapatan Asli Gampong Gampong 72.000.000
1.1.1 Hasil Usaha Gampong 72.000.000
1.1.2 | Hastl Kekavaan Gampong R
1.1.3 | Hasil swadava, partis‘pasi dan gotong rovong
1.1.4 | Lam-lain Pendapatan Asli Gampong vang sah -
1.2 Pendapatan Transfer 1.339.219.720
| 1.2.1 | Dana Dcesa a20.000.000
122 | Bam Hasil Parak can Retnbusi Daerah Kabupaten/ Kota 60.000.000
1.2.3 | Alokasi Dana Gampong 359.219.720
1.2 Bantuan Keuangan Provinsi
125 Rantuan Keuangan Eabupaten/ Kota .
1.3 | Pendapatan Lain-lain
| 1.3.1 | Hibah dan Sumbangan dan Pihak Ketiga vang tidak
1.3.2 | Lamn-lain Pendapatan Gampong vang sah -
JUMLAH PENDAPATAN 1.411.219.720|
4.2 Belanja

Belanja gampong sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dan
rekening gampong yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun
anggaran yvang tidak akan diperoleh pembavarannya kembali oleh gampong.
Belanja sesual dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan
Peraturan Bupati Acch Besar tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong
melipuu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Asumsi Belanja Gampong Lam Bheu Tahun Anggaran 2022 sebesar
Rp.1.411.219.720,- (Satu milvar empat ratus sebelas juta dua ratus sembilan belas
ribu tujuh ratus dua puluhl rupiah). Sesuai dengan kewenangan Gampong, alokasi
belanja digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

a. Belanja Penyelenggaraan Pemenrtahan Gampong
Belanja Pelaksanaan Pembangunan Gampong
Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Gampong
Belanja Pemberdayaan Masyarakat Gampong
Belanja Tak Terduga

P an o
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Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini
Tabel 4.2.1

Perkiraan Belanja Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2022

 No Uralan Belanja Jumlah (Rp)
2,1 Belanja 1.411.219.720
2.1.1 Penvelengparaan Pemerintahan Gampong 587.444.720)
[~ 2.1.2 | Pelaksanaan Pembangunan Gampong 407.655.000
2.1.3 | Pembinnan Kemasyarakatan 351.620.000
2 1.4 | Pemberdayvaan Masyarakat Gampong 44,500 000
’-p_—_]-‘;’_d Belanja Tak Terduga 20.000.000
JUMLAH BELANJA 1.411.219.720

4.3 Pembiayaan
Pembiayaan gampong scbagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Namun demikian dalam RKPG Tahun 2022 ini, Pemerintah Gampong Lam Bheu
belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan mengingat pelum disusunnya
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
Tahun Anggaran 2022 schingga belumn dapat diasumsikan besaran Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SilPA) Tahun Anggaran 2022.

Adapun asumsi sementara pengeluaran perubiayaan dianggarlzan Rp.0 (Nol rupiah]
untuk penyertaan Modal Gampong.

Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.3.1
Perkiraan Pembiayaan Pemerintah Gampong Lam Bheu Tahun 2022

No Uraien Pembiayaan Jumlah (Rp)
3,1 | Penerimaan Pembiayaan
3.1.1 | Silpa -

3,2 | Pengeluaran Perunbiayaan
3.2.1 | Penyertaan Modal
JUMLAH PEMBIAYAAN -

Sehingga pada RKPG Lam Bheu Tahun 2022 mengalami Surplus/ Defisit Angaran
sebesar Rp.0 dan Secara keseluruhan asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Gampong Lam Bheu pade Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.4.1
Perkiruan APPG Lam Bheu Tahun 2022

No Uraian Jumlah (Rp)
1.1 Pendapatan Asli Gampong Gampong 72.000.000
1.1.1 | Hasil Usaha Gampong 72.000.000
1.1.2 | Hasil Kekayaan Gampong -
1.1.3 | Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong
1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Gampong yang sah -
1.2 Pendapatan Transfer 1.339.219.720
1.2.1 Dana Desa 920.000.000
1.2.2 | Bag Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/ Kota 60.000.000
1.2.3 | Alokasi Dana Gampong 359.219.720
1.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi B
1.2.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota
1.3 | Pendapatan Lain-lain ;
1.3.1 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak -
1.3.2 | Lam-lain Pendapatan Gampong yvang sah f
JUMLAH PENDAPATAN 1.411.219.720
2.1 Belanja 1.411.219.720
2.1.1 | Penvelenggaraan Pemerintahan Gampong 587.444,720
2.1.2 | pelaksanaan Pembangunan Gampong 407.655.000
2.1.3 | Pembinaan Kemasyarakatan 351.620.000
2.1.4 | Pemberdayaan Masyarakat Gampong 44.500.000
2.1.5 | Belanja Tak Terduga 20.000.000
1.411,219.720

JUMLAH BELANJA

3.1 Penerimaan Pembiayaan -
3.1.1 Silpa N
3.2 Pengeluaran Pembiayaan -
3.2.1 Penyertaan Modal -

JUMLAH PEMBIAYAAN
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BAB V
PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN GAMPONG

Pada prinsipnyva program dan kegiatan pembangunan Gampong Lam Bheu Tahun
Anggaran 2022 mengacu pada RPJM Gampong periode 2019 - 2025, Dalam rangka penyusunan
kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dani APBN, APBD Kabupaten, APB
Gampong, serta swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu :

a.  Menjadi prioritas dalam RPJM Gampong,

Tingkat kemendesakan,

Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
Kebutuhan biava;

Luas cakupan kegiatan;

mnang

Penentuan prioritas rencana Pembangunan Gampong untuk mengetahui kebutuhan
pembangunan dan pemberdayaan yang paling mendesak dan harus segera dilaksanakan.
Dalam menentukan prioritas kegiatan dilakukan melalui penggalian ide dan gagasan dan
masyvarakat melalui musyawarah Gampong yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk usulan

prioritas kegiatan dan diusulkan kepada Pemerintah Gampong untuk dibawa dalam

musyawarah

rencana pembangunan gampong

(Musrenbang)

dan

Kecamatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

5.1 Rencana Kerja Pembangunan yang dikelola oleh Gampong Tahun 2022

Tabel 5.1.1 RKP yang dikelola Gampong

Musrenbang

tingkat

No Bidang dan Kegiatan Volume | Pagu Indikatif S;::‘b:r Ket
A |Penyelenggaraan Pemerintahan 1 Tahun 587.444.720 | APBG
B |[Pembangunan Gampong 1 Tahun 407.655.000 | APBG
C |Pembinaan Kemasyarakatan 1 Tahun 351.620.000 | APBG
D |Pemberdayaan Masyarakat 1 Tahun 44.500.000 | APBG
F |Bidang Tak Terduga 1 Tahun 20.000.000 | APBG

5.2 Rencana Kerja Pembangunan yang dikelola melalui kerjasama antar Gampong dan Pihak
Ketiga Tahun 2022

Tabel 5.2.1 RKP yang dikclola melalui kerjasama antar Gampong

No Bidang dan Kegiatan Volume | Pagu Indikatif S;::‘bflr Ket
A [Penyclenggaraan Pemerintahan

B [Pembangunan Gampong

C |Pembinaan Kemasyarakatan NIHIL

D |Pemberdayaan Masyarakat

F |Bidang Tak Terdupga

53 Rencana Kerja Pembangunan yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan
penugasan dari Pcmerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Tabel 5.3.1 RKP sebagai kewenangan penugasan dari Supra Desa
—
No Bidang dan Kegiatan Volumes | Pagu Indikatil Q;:x:}b:r Ket
A |Penyelenggaraan Pemerintahan NIHIL -
B |Pembangunan Gampong 1 Paket -
C |Pembinaan Kemasyarakatan NIHIL -
D |Pemberdayaan Masyarakat NIHIL -
F|Bidang Tak Terduga NIHIL .
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5.4 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Gampong Tahun 2022

Keuchik mengkoordinasikan kegintan pembangunan Gampong yang dilaksanakan olch
perangkat Gampong dan/ atau masyarakat Gampong. Pelaksanaan kegiatan pembangunan
Gampong meliputi Pembangunan berskala Gampong dan pembangunan sektoral dan daerah
vang masuk ke Gampong,

Pelaksanaan pembangunan Gampong vang berskala lokal dikelola melalui swakelola,
kerjasama antar Gampong dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga. Keuchik
mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan  pembangunan Gampong terhitung sejak
ditetapkan APB Gampong.

Pembangunan Gampong yang bersumber dari program sckteral dan/atau program
daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
atau Pemerintah Dacrah Kabupaten. Pelaksanaan program scktor dan/atau program daerah
diintegrasikan ke dalam pembangunan Gampong, program scktor dan/atau program daerah di
Gampong dicatat dalam APB Gampong. Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah
vang didelegasikan  kepada Gampong, maka Gampong mempunyai kewenangan untuk
mcm:uru< untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong vang diselenggarakan

Keuchik dapat mengajukan keberatan kepada bupati melalui camat atas bagian dan
tcknis pelaksanaan vang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan apabila
pembahasan dalam musyawarah Gampong tidak menyepakati tcknis pelaksanaan program
scktor dan/atau program dacrah.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Keuchik mengkoordinasikan perangkat
dan/ atau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah dan persiapan sebagai berikut :
1. Tahapan persiapan, meliputi :
penctapan pelaksana kegiatan;
penvusunan rencana kerja;
sosialisasi kegiatan;
pembekalan pelaksana kegiatan;
penyiapan dokumen administrasi,
pengadaan tenaga kerja; dan
pengadaan bahan/material.

moeoe op

2. Penetapan Pelaksana Xegiatan , meliputi :
a. Kcuchik memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen

RKP Gampong yang ditetapkan dalam APB Gampong.
. Keuchik menctapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Keuchik.
c. Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar Gampong,
dan/atau dikenai sanksi pidana Keuchik dapat mengubah pelaksana kegiatan.

Pelaksana kegiatan bertugas memban.u Keuchik dalam tahapan persiapan dan tahapan
pelaksanaan kegiatan.

3. Penyusunan Rencana Kerja, meliputi :

1. Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Keuchik.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud di atas, memuat antara lain:
a. uraian kegiatan;
b. biaya;
c. waktu pelaksanaan;
d. lokasi;
e. kelompok sasaran;
f. lenaga kerja; dan
g. daftar pelaksana kegiatan.

3. Rencana kerja dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan
keputusan Keuchik.
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4. Sosialisasi Kegiatan .
a. Keuchik menginformasikan dokumen RKP Gampong, APB Gampong dan rencana kerja
kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan,
b. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain melalui:
I musyawarah pelaksanaan kegiatan Gampong;
2 musvawarah dusun;
3 musyawarah kelompok;
4 sistem informasi Desa berbasis website!
S papan informasi Gampong; dan
6 media lain sesuai kondisi Gampong,

5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan _
a. Pelaksana kegintan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
kepada Keuchik.
L. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran
dana kegiatan.
c. Laporan kegiatan disusan berdasarkan pertanggungjawaban {crlmdap penggunaan
dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
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BAB VI
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat gampong pada dasarnva
ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan gampong dan
masyarakat untuk saling bekerjasama membangun gampong. Keberhasilan
pembangunan vang dilaksanakan secara partisipatif mulai dan  perencanaan,
pelaksanaan  sampai  deorgan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin
keberlangsungan  pembangunan  di gampong.  Scbaliknya permasalahan dan
ketidakpercayvaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi
dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPG yang benar-benar partisipatif dan
berorientast pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan
pembangunan skala gampong menuju kemandirian gampong. Sclain itu dengan
akurasi kegiatan yang dapat dcngan mudah diakses oleh masyarakat, maka
diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
(APBG) dapat sclurunnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penvusunan RKPG ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman
pelaksanaan pembangunan di Gamporng Lam Bheu Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2022.

Lam Bheu, 28 September 2021
Keuchik Gampong Lam Bheuw/

/ - /
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